[image: image1.png]



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    15a  TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mengimbangi semangat pembangunan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, diperlukan bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa;
b. bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang telah selesai, namun masih terdapat rumah tinggal bagi keluarga miskin yang perlu penanganan lebih lanjut terutama dalam memenuhi persyaratan kesehatan, maka perlu adanya bantuan stimulan kepada keluarga miskin;
c. bahwa bangunan Kantor Pemerintahan Desa dan/atau bangunan penunjang lainnya yang rusak akibat bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006 belum dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan dengan pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
d. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 15A Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat;

	
	

	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

 BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut BAPPEDA.
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut BKK,PP dan KB.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut DPU.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Dinas Sosial.
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut Kantor PMD.
8. Bagian Administrasi pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Bagian Pemerintah Desa adalah Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
10. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan desa yang berada di bawah koordinasi dukuh, yang selanjutnya disebut RT.
BAB II

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat
Pasal 2

(1) Kelompok masyarakat/lembaga/perorangan yang akan mengajukan bantuan stimulan partisipasi masyarakat harus menyusun proposal permohonan bantuan stimulan.
(2) Kelompok masyarakat/lembaga yang akan mengajukan bantuan stimulan partisipasi masyarakat harus membentuk panitia sebagai penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rencana kegiatan, menghimpun dana/material sebagai swadaya masyarakat dan membuat rencana anggaran/biaya yang dituangkan dalam proposal dan diketahui dukuh, Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat.

(4) Proposal/rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
a. proposal penanganan jalan, yang sasarannya untuk mendapatkan bantuan stimulan aspal dari Pemerintah Daerah;

b. proposal untuk penanganan prasarana umum lainnya, dengan sasaran untuk mendapatkan bantuan stimulan partisipasi masyarakat dari Pemerintah Daerah;

c. proposal penanganan sarana pendidikan atau sarana peribadatan dengan sasaran mendapatkan bantuan stimulan partisipasi masyarakat dari Pemerintah Daerah;

d. proposal/permohonan dari masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi tertentu yang akan dikoordinasikan dan ditindaklajuti oleh instansi yang bersangkutan;
e. proposal untuk kelompok usaha produktif yang diajukan masyarakat (diprioritaskan untuk sarana pendukung yang bersifat fisik) dengan sasaran untuk mendapatkan bantuan stimulan partisipasi masyarakat dari Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Bantuan Stimulan Kepada Keluarga Miskin/Tidak Mampu

Pasal 3

Persiapan penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan oleh pemohon, dituangkan dalam surat permohonan/proposal yang diketahui Dukuh, Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat.
Bagian Ketiga

Bantuan Stimulan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa membentuk panitia pelaksana kegiatan bantuan.
(2) Lurah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, pengelolaan kegiatan fisik, keuangan dan pelaporan.
(3) Penyusunan rencana kegiatan dituangkan dalan proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Desa diketahui Kecamatan setempat.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
Pasal 5
(1) Permohonan bantuan stimulan partisipasi masyarakat diajukan kepada Bupati dengan tembusan dikirim kepada :
a. BAPPEDA;

b. DPU;

c. Kantor PMD; dan
d. Bagian Administrasi Pembangunan.

(2) Permohonan bantuan stimulan dari keluarga miskin/tidak mampu diajukan kepada Bupati dengan tembusan dikirim kepada:

a. Dinas Sosial;

b. BKK,PP dan KB; dan
c. Bagian Administrasi Pembangunan.

(3) Permohonan bantuan dari Pemerintah Desa diajukan kepada Bupati dengan tembusan dikirim kepada:

a. BAPPEDA;

b. DPU;

c. Kantor PMD;

d. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
e. Bagian Pemerintahan Desa.
BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6
(1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan aspal, bantuan stimulan partisipasi masyarakat, bantuan stimulan kepada keluarga miskin/tidak mampu dan bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa.

(2) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan aspal, bantuan stimulan partisipasi masyarakat, bantuan stimulan kepada keluarga miskin/tidak mampu dan bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. meneliti/mencermati setiap permohonan yang diajukan dan melaksanakan koordinasi bersama-sama instansi terkait untuk menentukan tindak lanjut dari proposal yang diterima;

b. bersama instansi terkait, kecamatan dan desa, melaksanakan peninjauan kesiapan di lapangan atas lokasi permohonan yang diajukan;

c. berdasarkan hasil pencermatan di lapangan dan kesiapan warga masyarakat, Bagian Administrasi Pembangunan membuat telaah teknis kepada Bupati untuk menentukan bantuan yang akan diberikan;
d. menyiapkan berbagai hal yang bersifat teknis administratif pada pencairan bantuan yang akan diberikan; dan
e. dalam melaksanakan koordinasi dan pencermatan di lapangan dapat dibentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
BAB V

PENYALURAN BANTUAN
Pasal 7
Pencairan bantuan diatur menurut jenis bantuan sesuai permohonan yang diajukan, yang meliputi :

a. bantuan stimulan partisipasi masyarakat yang berupa uang, diambil di Bagian Administrasi Pembangunan oleh Pemohon/Panitia yang bersangkutan dengan melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan :

1. undangan asli;
2. cap/stempel sesuai pengajuan proposal, bagi panitia;
3. foto copy bukti diri Ketua Panitia atau yang diberi kuasa;

4. berita acara penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

5. bukti pengeluaran kas dengan materai secukupnya; dan
6. kwitansi penerimaan uang dengan materai secukupnya.

b. bantuan aspal diambil di DPU dengan membawa rekomendasi asli yang dikeluarkan Bupati dan surat pengantar dari Pemerintah Desa serta melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. membayar uang pengganti drum sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap drum; dan
2. pengambilan aspal dari DPU sampai lokasi menjadi tanggungjawab pemohon/panitia.

c. bantuan stimulan kepada keluarga miskin/tidak mampu yang berupa uang, diambil di Bagian Administrasi Pembangunan oleh pemohon dengan melengkapi :

1. undangan asli;
2. foto copy bukti diri pemohon atau yang diberi kuasa;

3. foto copy kartu keluarga;

4. surat keterangan tidak mampu/keluarga miskin dari Pemerintah Desa setempat;

5. bukti pengeluaran kas dengan materai secukupnya;

6. berita acara penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
7. kwitansi penerimaan uang dengan materai secukupnya.
d. bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang berupa uang, diambil di Bagian Administrasi Pembangunan oleh Panitia yang bersangkutan dengan melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan :

1. undangan asli;
2. cap/stempel sesuai pengajuan proposal;
3. foto copy bukti diri Lurah Desa setempat;

4. berita acara penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

5. bukti pengeluaran Kas dengan materai secukupnya; dan
6. kwitansi penerimaan uang dengan materai secukupnya.

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN 

Bagian Kesatu
Bantuan Aspal

Pasal 8
Bantuan aspal diberikan untuk :
a. pembangunan jalan kabupaten/desa/dusun oleh masyarakat dengan lebar minimal 3 (tiga) meter; dan
b. pembangunan jalan yang mempunyai nilai strategis serta meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan/atau untuk membuka daerah terisolir.

Bagian Kedua

Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat
Pasal 9
(1) Bantuan stimulan partisipasi masyarakat diberikan untuk :
a. kegiatan fisik yang mempunyai nilai strategis serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
b. kegiatan fisik yang mendorong/merangsang partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
c. kegiatan fisik yang dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, seni budaya  dan olah raga masyarakat;
d. kegiatan fisik sebagai pendukung sarana ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat; dan
e. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan perlu penanganan mendesak.
(2) Bantuan stimulan partisipasi masyarakat dapat diberikan untuk kegiatan non fisik dengan ketentuan sebagai berikut :
a. mempunyai nilai strategis dan perlu penanganan mendesak;

b. mendorong/merangsang partisipasi dan swadaya masyarakat; atau

c. dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Ketiga
Bantuan Stimulan Kepada Keluarga Miskin/Tidak Mampu
Pasal 10
Bantuan diberikan kepada masyarakat keluarga miskin/tidak mampu untuk kegiatan fisik/pembangunan dengan prioritas kegiatan pembuatan sumur, MCK, dan sambungan listrik rumah tangga, dan kegiatan fisik lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan besarnya bantuan disesuaikan dengan hasil pencermatan/survey lapangan. 

Bagian Keempat
Bantuan Kepada Pemerintah Desa
Pasal 11

Bantuan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk :
a. pembangunan/rehabilitasi kantor Pemerintahan Desa dan/atau bangunan penunjang lainnya; dan
b. kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan perlu penanganan mendesak.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 12
(1) Bantuan kepada keluarga miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh pemohon sesuai rencana kegiatan.

(2) Panitia/penanggung jawab kegiatan/dukuh bersama-sama dengan kelompok masyarakat dibantu masyarakat setempat melaksanakan kegiatan bantuan stimulan partisipasi masyarakat yang telah direncanakan secara gotong royong.
(3) Bantuan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara swakelola.

(4) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa dan bantuan stimulan kepada keluarga miskin/tidak mampu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran yang bersangkutan. 
(5) Dalam pelaksanaan bantuan aspal harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. memperhatikan bimbingan teknis dari DPU;

b. apabila dianggap perlu dapat meminjam stoom walls kepada DPU dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;

c. apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dari pengambilan aspal tersebut tidak dipergunakan dikarenakan ada berbagai hal, maka aspal dapat ditarik kembali ke gudang DPU;

d. pemeliharaan jalan selanjutnya atas hasil kegiatan menjadi tanggung jawab warga masyarakat setempat.
BAB VIII

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 13
(1) Panitia pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan partisipasi masyarakat paling lambat 2 (dua) bulan sejak penerimaan bantuan, harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan dikirim kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan :
a. BAPPEDA;
b. DPU;

c. Kantor PMD;

d. Kecamatan yang bersangkutan;
e. Pemerintah Desa yang bersangkutan.
(2) Pemerintah Desa harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan bantuan, dan dikirim kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan :

a. BAPPEDA;

b. DPU;

c. Kantor PMD;

d. Bagian Pemerintahan Desa;
e. Kecamatan yang bersangkutan;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :

a. jumlah dana/aspal yang diterima;

b. jumlah swadaya masyarakat yang dapat dihimpun yang berupa uang, material, ganti rugi tanah/bangunan/tanaman, tenaga, konsumsi yang dinilai dengan uang;

c. hasil fisik pelaksanaan kegiatan;

d. foto pelaksanaan kegiatan (0%, 50%, 100%); dan
e. dampak/manfaat dari hasil kegiatan.
Pasal 14
Bagian Administrasi pembangunan membuat rekapitulasi atas semua laporan kegiatan bantuan aspal dan stimulan partisipasi masyarakat serta rekapitulasi atas semua permohonan bantuan stimulan keluarga miskin/tidak mampu  untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15
Dalam keadaan tertentu/mendesak, Bupati dapat menentukan kebijakan khusus dalam pemberian bantuan aspal, bantuan stimulan partisipasi masyarakat, bantuan stimulan kepada keluarga miskin/tidak mampu dan bantuan kepada Pemerintah Desa. 
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 15A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 April 2008
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor           Tahun 2008

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO
1

